PEMERINTAH K.f\ljl.JI’A'I'_I_-ZN BELL!
BADAN PENDAPATAN DAERAH

J1. Hayam Wuruk No. 1 Atambua,
Belu-Provinsi Nusa Tenggara Timur
Telp. (0389) 2513654 Email : bapenda.belu@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR: 15/100.3.3.2/Bapenda/SK/V1il/2024

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PAJAK BUMI BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN PAJAK REKLAME SECARA ELEKTRONIK

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BELU,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan
pemerintah vang baik demi terpenuhinya hak-hak
masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara
maksimal, terintegrasi dan mandiri serta adanya
ketaatan Aparatur dalam meningkatkan kualitas
pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar
Operasional Prosedur:

b. bahwa untuk menunjang Elektronifikasi Transaksi
Pemerintah Daerah maka perlu ditetapkan Standar
Operasional Prosedur untuk pelayanan dan
pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan serta Pajak Reklame melalui instrumen dan
kanal pembayaran.

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Badan:

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
pembentukan Daerah-dagrah Tingkat Il dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat [ Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1655);




S

6.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038)
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang
Pemerintali Daerah (Lembinan Negara Republik
Indonesia Tohun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 5587)
sebagaimuna telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan Atas Undang tindang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Duocarah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik lnidonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor | Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Anliian Pemerintahan Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Taml./!l\nn Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 675 |

Peraturan Pemerintah Nomor 30 | ihun 2023 tentang
ketentuan Umum Pajak Daerah dan iletribusi Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2012.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021
tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi
Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara
Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2021
Nomor 1283);

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman
Umum Pelayanan Publik




10.

e

13.

14

16,

17,

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatrur Negara
Nomor Kep/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk
Teknis  Transparansi dan Akuntablitas dalam
penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05
/PJ/2017tentang Pembayaran Pajak Secara
Elektronik;

- Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 8 Tahun

2012 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran
Daerah Kabupaten Belu Tahun 2012 Nomor 08,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun
2012 Nomor 75);

Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun
2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu
Tahun 2016 Nomor 104);

Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun
2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor
I. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu

Nomor 159);

.Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2012 tentang

Perhitungan Nilai Sewa Reklame, Berita Daerah

Kabupaten Belu Nomor 42;

- Peraturan Bupati Belu Nomor 72 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Belu.

Peraturan Bupati Belu Nomor 30 Tahun 2024 tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Bangunan,
Pedesaan dan Perkotaan.

Keputusan Bupati Belu Nomor 9/HK/2Q13 tentang

Kawasan Reklame.

N




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN :

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pajak Bumi
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pajak Reklame
Secara Elektronik pada Badan Pendapataan Daerah
Kabupaten Belu sebagaimana diatur dalam lampiran
keputusan ini.
Standar Operasional Prosedur Badan Pendapataan Daerah
Kabupaten Belu sebagaimana diatur dalam Diktum Kesatu
meliputi :
a. SOP Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
dan Perdesaan (PPB-P2 secara non tunai melalui :
1} Instrumen pembayaran, terdiri dari:
1. Cek/bilyet Giro;
2. Kartu Auotomated Teller Machine (ATM)/Kartu
Debit;
3. Kartu Kredit;
4. Uang Elektronik berbasis chip atau server:
dan/atau
S. Intrumen pembayaran non tunai lainnya.
2) Kanal pembayaran, terdiri dari:
1. Teller,
Mobile dan Internet Banking;

Auotomated Teller Machine;

ol

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)
dan;

5. Kanal pembayaran non tunai lainnya.
b. SOP Pelayanan Pajak Reklame
¢. SOP Pembayaran Pajak Reklame.
Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud
pada Diktum Kedua dipergunakan scbagai acuan yang
harus dilaksanakan oleh Petugas atau Pegawai Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Belu;




KEEMPAT :  Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dltempkan di Atambua

NIP, 19650607 199003 1 014

Tembusan :

1. Bupati Belu di Atambua

2. Wakil Bupati Belu di Atambua

3. Inspektur Kabupaten Belu di Atambua

4. Kepala Badan BPKAD Kab.Belu di Atambua




BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BELU

Nomar SOP 157100 3 3 2/BapendalSKVIN2024

Tagaaal Fembualan
Tanggal Revisi 7

02 Agustus 2024

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Artars Pemerntah Pusat dan

1. Pemeriniah Daersh
5 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Limum dan Tata Cara Pemunguian Pazk
* Daerah dan Retribusi Daeran
Peraturan Bupat Belu Nomor 72 Tahun 2022 tentang Kedudukzn Susunan Crganisssi. Tugas dan Furgs
4. Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daetah Kabupaten Sely 7 Des
; " i PEmbir
Peraturan Bupali Belu Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Paak Bumi Bangunan & ; 2
9 Pedasaan dan Perkotaan NIP- 9650607199003 1 014
Nama S0P Pembayaran Pajak Bumi
Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan secara Non
Tunai melalul Teiler Bank
Kualfikas| Pelaksana
| Mempunyal kémampuan administas perkanioran
2. Mampu mengoperasikan komputer
3. Nemanhami Mekanisme Pengelolaan Perpajakan
Katerkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
" SSPD, Komputer, ATK dan Software SIFD R dan
X ¥ [ i
SOP Penetapan dan SOP Penaghan dan SOP Pembukuan SIPKD, Handghone Andraid
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan:
Aklvitas Pembayaran Pajak Bumi Bangunan,
Apabila SOP ini tidak dibual menyebabkan techambatnya proses pemurgatan Pajak Burni Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dicatal dan didata sebagai
Pedesaan dan Perkotaan serta berkurangnya polens! Pendapalan Daerah dokumen atau bahan Laporan Pengelola Pajak Bumi
Bangunan. Pedesaan dan Perkolaan
Pelaksanaan Mutu Baku
Analls
" Bandihara Heuangan Kat
Ko Uraian Keglatan Pemohon (WP) Bank BUD (BRKAD) e Puised dan Kelengkapan Wakty Output
Dagrah
_l F F] ] i 7 & ] 10 11 12
Pamonon WP menyiapkan uang ESPTNOR 10Menit | Ctenmanya
q datang ke Bark uniuk membayar SPTRD oleh
paak, NOF secara elekirank Pamotion |
| aplikas: alau bukh SPPT W)
[Bans menenma pembayaran dan SPTPDISPPT | 5 Manil 55PD
proses transaksi, melakukan dan Kade Bayas
wakdas| di SSPD dan
malimpahkan pajak ke Kas
2 |Daerah (BUD) dan
menyamgpalkan sainan buld e
[WF dan berdahara penenimaan
Bapenda. Bukli rekening koran
vang tatah ddebel olah Bank
WP renenma tindasan GSPD i Tindasan SSPC| 5 Menit §5°0
3 [|PEB-P2 yang telah divalidasi aleh T —
Tedler Sany {14
BUD menenma informasi seloran Resering koran | 5 Menit 578
PE8-PZ pan Bendahara
4 |Panerimaan Bapenda untuk | j
menaditkan 5TS
" |Bandahata Perermear Rewenng koran | & Mami! 575
mewerbitkan 5TS dan digerahikan —
5 Jea Anatis Keusngan uniuk
ditandatangani
[ |enas Weyangar merardatang » 315 5 hemi 51§
STS yang teian diterbitkan olen '4
_ |Perdahara Penerimaan gan 1 I
6 Menyerahkan kerbali ke
dendanarz Penenmaan uniuk
jdserahkan ke BUD
{Bendaha Penerimaan 5TS vang % CYR e
S yang 5 Menil 578 yang
mrryemhx.sfn STS yang tefah | I atdah Yasidasi sudah giber
T |ditandatangi ke BUD untuk it
rdhenlm NOmar reqsier Ragistar
UD Mengambll STS Halaman 1 v ST S0 sucah ST5 var
8 dan 4 untuk arsip dan haiaman 5 I == cun-er‘- r-m--'u‘ Hi mﬂa ;l\:.'r:.gl-
dan 6 dkermbalikan ko Register TIOr
Bandahaa Penenmaan Ragister
|Bendaharz Penerimaan memoval| 5TS ye I
575 yang sueah 1 1
lapnran realisasi panerimaan — q.ﬁw'faé'i' 10 Menit -ch:tamn dan
9 [rmotalul aphkasi 5120 dan SIPKD | | il Sk
Aegster, SIPD Prraamaan
dan SFKD ik
Anaisis Kauangan mencalal dan STS yan
=T4 yang sueah) 10 Menit | Laporas dan
n:r::iap laporan Ha;ll}sasl G diben ramgor Infarmasi
o mn secara fungsional Regater SPD Paranmaan
10 sebagai bahan pelaporan kepada dan SIPKD 3
an S g
alasan can fmmbusan ke bidang
pembakian dan pelapoan kebin
anjial




Dasar Hukum :

1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Huburgan Keuangan Antara Pemerintas
Pusat dan Pemerntah Daerah

2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketertuan Umum dar Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

3. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Fajak Daeranh dan
Retribusi Daerah

Nomor SOP 150100 3 3.2/8apenda/SKAVII2024
Tanggal Pambuatan 02 Agustus 2024
Tanggal Revis

Targgal Pengesghan (02 Agusius 2024

Disahkan oleh ) (Kepala Badan Perdapatan Dagrah
— upalenSelu
8

3 JAgen tempat pambayaran menerima
pemBayaman dan me'akukan validasi
din Bank melimpahlkan pajakireribus
yang telsh dibayar cleh Wain Pajak
ke Kas Dagrah (BLD)

4 [W? menerima tingasan SSPD PEB.OZ
yang telah divaiidasi sie Ager
Banking

BUD menyampasan bukt rexering ! |
[pelimpahan «o bendahara panedma
unluk menyusun STS

th

4 Peraturan Bupati Nomar 72 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisast. Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pandapatan Daerah Kabupaten Sely .
X , 8 N 16650807 199003 1 014
15  Peraturan Bupad Belu Nomor 30 Tahun 2024 lentang Tata Cara Pemung utan PRB-P2 /
Nama SOP Pembayaran Pajak Pajak Bumi
Bangunarn, Pedesaan dan Perkantoran  Melalui
Agen Bangking
Kualifikasi Pelaksana
1. Mampunyai kemampuan administras perkantoran
Mampu mangoperasikan kom puter
3 Memaham: Mexanisme Pengeioiaan Perpaiaxan
Ketarkaitan : |Peralatan/Perieng kapan :
SOP Penetapan dan SOP Penagihan SSPD Komputer. ATK dan Software SIPD RI dan
SIPKD
Peringatan ; Pencatatan dan Pendataan;
Apatila SOP mi bdak dibuat menyebabkan lamhambalnyz proses “::g:;z?ﬂbir:rnnl;zj:: B_L;ru Baﬂ:unz: O:emiam
d an if n
|pemungitan Pajak Bumi Bangunan, Pedesaan dan Perkctaan serla e u' e OgN ORI
berkurangnya potensi Pendapatan Daerah alau bahar Lagoran Pergelola Pajak Bumi Bangunan,
et pal Pedesaan dan Perkotaan
Pelaksanaan Muty Bake
|[ Analis
7 Pemohon fAgen BuD Bendahara | Kevangan Ket
N | 4
o Uralan Kagietan Wr anking {BPKAD) | Penerima | Pusatdan | Me'ENGkapan Waitlu Qutput
Daerah .
1 2 3 5 é T 8 9 i 1 13
1 [Famahan WP manyiapkan uang . SPTROSPPT | 5 Menil | Dienmanya
datang ke Agen Banking untuk C) SPET peh
membayar pasak menggunakan NOP Pemonon WP
Secala dekironk dan aplikas: atay
bukil SPPT
2 JAgen Banking melakykan proses 55F7 5 Menit Prosos
tarsaks pembayaran PEE-P2 Pambayaran
lerulang dan ke RKUD dan
bendahara penerima

Rekenng Koran | & Menil Flzkanirg
Koran
S5PD 5 Menit 55PO
ST8 5 Menit TS




=

w3

JBUC waluis cibanian Nomgr R By

SUD menerima informas: selormn PEE
P2 dan me‘apoman ke Bapenda uniuk
menerbifian STS

Bendanara Parerimaan menerikan
STS dant i serahian ke Analisis
Feuangan uniuk di landatangan

Analisis keuangan Menandatang 575
yang ditedikan cieh Bendahara
Penedmaan dan menyeransan
kembali ke Borutanara Pengsinaar
untuk diserankan

Bendahara Panenmaan menverashkan
575 yang lelah o) IAnnatangan ke

BUD mengamil 5TS kalaman 1 dand
unluk diarsip dan halaran 5 dan 5
FheMbalinar ke bendanara

fal gty maaEn

Bedahara Perenimaan membuat
|'890%an realsasi penenragn molaly
apllkasi SIP0 dan SIPKD

Bendanam perenma mafyusun 575
e anahss sEuargan

Analiss Kewangan mencatat dan
merekap laporan reglisasi pPEnRemaan
secars fungsioral sebagai bahan
peaporan kepada atasan dan
tembusan ke bdang pembukuan dan
Pelaporan lebib lanjut

STS yang sudah
O brss nomor
registar

5TS yang sudah
tiber nomor
egister! SIPD
dan SIPKD
STS

STE yang sudah
dibesi riomer
register/ SIPD

dan SiP<D

Rekeneg Koran |5 Menit | informas
besaran PBB-
F2
S5 | 5Meni [5TS
STS 5 Menit 8T8
STS yong sudah SMenit | 575 yang
dralidasi sudah dibar
ST regslar

SMenit | ST8 yang
sudsh diber
NOMIr Megstar

10 Menil Laporan dan
Informasi
penermaan
: Pajeh

5 Menil BTS

[ 10 Menit |Laporan dan
Informasi

Pajak




Nomor SOP - 15100 3 3 2'8apenda’SKVIN024

T | Pembuat; 02 Agustus 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BELU O e
anggal Revist

Tanggal Pengesanan Agusius 2024

Dasar Hukum :

1

Undang- Undang Momor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemenntan Pusat

! dan Pemarintah Daerah
2 Peraturan Pamenntah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Fetentuan Umum dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Dagrah dan Retribusi Dasrah,
i Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomaor 1 Tahun 2024 tentang Pajsk Daerah can Renitusi k
“  Daerah
i Peraturan Bupati Nomar T2 Tahun 2022 tentang Keduducan. Susunan Crganisast Tugas dan

Fungs| Serta Tata Kenja Badan Pendapatan Dasrah  Kabupaten Sel
Paraturan Bupali Belu Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tala Cara Pemunqutan PEB-PZ

Nama SOF Pembayaran Pajak Bumi
Banguran, Pedesaan dan Perkotaan Melalui
Mobile/ Phone Banking

Kualifikasi Pelaksana .

1 Mempunyai kemampuan administrasi cerkantoran

- 2 Mampu mengoperasikan kampiter

1 Memahami Mekarisme Pengeiciaan Perpajakan

Keterkaitan : Peralatan/Periengkapar :

SOP Penetapan dan SOP Penaghan SSPD, Komputer, ATK dan Software SIPD R dan
SIPKD. Handphone Anroid

Aktivitas Pembayaran Pajak Bumi Bangunan,
Apabilz SOP ini tidak dibuat menyebabkan terfhambatnya proses pemungutan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Pedesaan dan Pedesaan dan Peckotasn dicatat dan

dan Perkotaan serta berkurangnya polens: Pendapatan Daerah fidata sevagal dokumen atau bahan Laporan
Pengelola Pajak DanPajak Bumi Bangunan, Pecesaan
dan Perkglaan
Pelaksanaan Mutu Baku
| Analis
Mo Uraiian Keglatan Pemohon (WPMR) | 8 Dancianare | Heisgin e
Kegi (WPMWR) ank BUD (BPKAD) Benariva: | Posstdin Kelengeapan| Waktu Quitput
Daerah
1 2 3 5 ] T ] E] 10 1 12
1 [Pemohon (WP} menggunakan - =

3 GPTPO/SPRT 5 Menit | Tersediarya
NOP secara eleiaroni darl NOP clgh

askes aplikasi atau buki SPRT Pamohen
we
2 WP menwiapan dang o Aplikas 5 Menil ana

rekening sesual bosaran PER. 4

Mobe'e Tersodia
P2 terutang - Baning /

Hananhone/

Lapuop
3 |We membaka apikasi Mobiia Aplikas | 10 Menit |  Akses
pertiarkan Bank K17 dan Iobiie Aok as
masuk Meny pembayaran piit Banng ¢
kaby Belu Filth Tahun Pajak "‘.\.I'I'J:‘I-"{-l'l("
Pith selanjatnya Pilin sumber Laglop
dana Pibh proses. Pilih isi
naswond otortas.
4 | Save Bukii Bayar Apliags 5 Meril SSPD
Matile
Hanking /
Handphone/

Laptop




o

-

BUD manaama informas
|selormn PEB-P2 dan
Bendanara Penenmaan
Bapenda walux menarhitkan
SIS

Bandahara Panenmaan
menertilkan 5T5 dan
diserahkan ke Araks Keuangan
Juntuk ditandalangan

Anails Keuangan merandaang
STS yang teah diledslsan cleh
Bendahara Penermaan dan
menyarahkan kemoal ke
Bendahara Penenmaan b
diserghkan ve BUD

Beadahara Penenimaan
mgnyerahian 5TS yang wlah
\dilandatangi ke BUD uniuk
dibarkan nomor register

BUD Mengambd STS Halaman
1 dan 4 unluk arsip dan
halaman 5 aar G diembaikan
ke Bendaham Penenimasn

Bendahars Penenmain
mampual leporan reakeas
pEnEnTEAn metalle aplhan
SIPD dan SIPKD

Anahss Kesangan mencatal
dar maerakap laporan Raslisasi
|pensrimann secara furgsonal
setiagal bahan pelaporan
hepada alasan dan lembusan ke
bidang pembukuan dan
ovalaparan i lanjul

Apikas \ 5 Menit
Meotre
Banking /
Handphone!
LARDE

Rakening | _5 Meni
koran

878 5 Menit
“STSyamg | 5 Menil

sudah
validasi

sTSyamg | 5 Menit
sudah diben
Nomar

Stéyamg | 10 Menit
sudah diban
Nomor, SIFD
dan SIPKD
ST&yamg | 10 Menil
sudan déden
Kamar, SIFD
dan SIPKD

818

STS

STS yang
sudah diben
INamar
Register

§TS yamg
sudah diberi
Nomer

Laparan can
Ibormast
Fenedmaan
Pgak

| Laporan dan
|nfcemasi
Penenmaan
Fajak




BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BELU

]

Dasar Hukum
uncang- Undang Nomar 1 Tahun 2022 tentang Hubunpan Keuarga Anara 7
dan Pamerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahyn 2023 eniang Ketenluar Urum dan Tata S
Pemungutar Paak Dasrah dan Retribusi Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tatun 2024 tevang Paas Dadiah dan Retrbus
Daerah

fan Hamal

Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susufizn Organsas: Tugas car
Fungs: Serta Tata Keria Badan Pandapatan Daerah Kabupaten Sely
Peraluran Bupal Bely Nomor 30 Tahun 2024 tenlang Tata Cara Pemyagutan PEA.F

Nomor SOP 1541003 3 2Bapend ¥ SKVI11I2024
Tanggal Pembuatan 02 Aqustus 2024
Tanggal Revsi

Tanggal Pergesahan 07 Agustus 2024

N Pandapatan Daa'aPT

Dsaskan

Nama SOP Pembayaran Pajak Bum| Bagunan,
Pedesaan dan Perkotaan Online Melalui Quick
Resnponse Code Indonesis Standard (QRIS) dan Kanal
pembayaran Non Tunai Lainnya

Kualifikas! Pelaksana
Mesipunya kemampuan adrmmstasi perkationan
Mampu mengoperasikan ompuler

2 Memanami Mekansme Pangaiolzan Pecpajakan

Keterkaitan

SOF Penetapan dan S0P Panaginan gan

10 Pambukian

PeralatanPerlengkapan -
D er ATK dan Software SIPD R
TAPIane Andnod

dan SRR

Apabiia SOP ini tidax dibual menyebabwan lehambatiya proses pem ngutar Paak Bum

Peringatarn ;

dan Perkotaan serta berkurangnya potens Pendapatan Daeran

Pencatatan dan Pendataan;

Aktratas Peinbayaran Paah Bumi Bagunan, Padesaan dan
Ferkolazn dcalal dan tidata sebiage dokumen atau Sahan
Laporan Pengeioa Pajak Bum Bagunan Podesaan dan
Parkotaan

»
Falaksanann Muty Baky
| Analis
r Kt
No Uralan Keglatan Pamohon (WPMWR) | Bank (Bgukzm i“:’ni"::;’ :ﬂ:‘:’:: Kelangkapan Waktu Output
Dagcab
1 3. 1 i 5 g 1 ] L] 10 11
03 menggunakan NO7 secara SPTPINSPPT & Menit NOR: S5RT
eleklronik dan askes aplicasi slau
bukli SPPT ]
2 |We menyagkan peranghat P Hargnone 5 Menit Akses
LaplopHP andraid yang memili| Laptop’ Kompylar In‘ormas:
[remampuan akses aplikasi paan
daerah.
1 |WP mengakses ko link informas i 5PPT 10 Ment Asses
Dembayaran - Infarmias:
4 JWP menginput 10 Wag Pajak. NOP. g 10 Manid sPRT
Koda Varfikasi dan tekan stay Mk
can
1
5 WP melakukan tekan atay i Hanghone 5 Manit Baecoos ORIS
ipeymeant QRIS dan Kanal ; Laptop/ Kemputer
Pembayaan Noo Tuna Lannya ’
G WP memperolen Barcode QRIS gan '3 Hanphong 5 Mani Barcode QRIS
Kanal Pembayarar Non Tung Laptcp’ Kamauler
Lannys dan tagihan PBE-P?
uras) 5 iam |
b 7 P menyiaphan dana o rakening [Tara 5 Menil Cana! Salda
sesuai besaran PEE-PZ fenulang R Rk eing
E WP membuka Mobie Phone l Mobde Bancing 5Menit  JMobie Barkag[asLixas:
Perbankan CRIS BISA
O 5 ANSES
MELALUI
Hp
‘ ANDROID




.
i 3 |WP masus pade meny DRIS by Rarvode ORIS 5 Menit Bakade QRIS
0 JWP metakuan Scan Barzode pada Harode QRIS 10 Marit Inforrragi
Batcode QRIS taghan PBE.P2 tagihan PEA-
p?
11 JWF menyetuju pemiayaran dengan HBarcode ORIS 5 Menit Natiikagi
mengisi password olorias Pembayaran
Ipemaayaran barfas|
12 | Waji Pmak Save alsu Downizad 557D & Menit 5800
bkl S5PU PBE-P2
13 |390 meneima infermasi seloran Rakaring karan 5 Menit ars
PEA.P2 dan Bendehars
Penanmaan Bapenda uniuk
menerbitan 515
14 |Sendahara Penarimaen menerbikan Rekoping koran 5 Menit 8§78
STS dan diserahkan ke Analis
Asuangan wiluh dlancatangan
15 JAnahs Keuangan menandatang: 515 18 5 Manit S15
yare] teiah diterifhan oeh
Handahara Penanraan dan
Menyerankan semab e Bandanars
Senarimaan wniuk diseraiian ke
|3JD
16 |3endahaca Penarmann STE yamg sudan 5 Manit 575 yang
menyetatkan SIS yang tean o vakdai syceh diber
ditandatzngi ke BUD yaluk daienkan Namer Register
nomar egistes
17|30 Mengang: ST5 Halaman | ST5 yamg sudah § Menit STS yamy
dan & uniuk @sip dan hatamon 5 - diberl Nomar sudah diben
dan fi dakenbalean ke Bendahara Womer Rigster |
Pererimans
8 Yderdanara Penenmaaa membuai ST yamg sudah | 10 Meni Lagaran dan
poTan realsas penermann melsy diberi Names, Informasi
apitkas SIPD dan SIPKD SIP0 can SIPKD Penesmaan
Fajai
19 YAnahss Keuangan mencat dan ST8 yamg sudah 10 Menit Lagaran dan
imerehap laporan Reaisas dibéri Nomor, Informas:
jperenmsan secara fungsional D S1PD dan SIPKD Penesimaan
Isetiaga banan pataporan kepada Pajak I
Slasar dan tembusan ke idang
pembukua dan palanzran lebil
ANt




BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BELU

Nomor SOP | 15110003 3.2/ 8apencalSKVIIIL2024
Tanggal Pembuatan
Tangoa Rewisl

Tangoal Pengesahan |

02 Agustus 2024

Dasar Hukum :

Undang- Undang Nomar 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Kevangan Antata Perrerintah

Pusat dan Pemeriniah Daerah

Paraturan Pemarintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kalentuan Umum dan Tata Cata
Pamungutan Pajak Dasrah dan Relribusi Daerah,

Paraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2024 tantang Pajak Daerah dan Relnous

Daersh

Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi Senta Tata Kerja Badan Pendapatan Dasrah Kabupaten Selu
Peraturan Bupati Belu Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan PRE-P2

P

Disankan aleh

B .- Ulama Muda
W1RE 15650607 168003 1 014

Nama SOP Pembayaran Pajak PBB-P2
Online Melalui Petugas yang di tunjuk karena
kondisi lertentu | geografis, komunikasi,
transportas| dan objek lainnya)

Kualifikasi Pelaksana
Merplinyai kemampuan adminisirasi perkantaran

2 Mampu mengoperasikan kompiler

3 Memaham Mekanisma Pergelolaan Perpajakan
']

Keterkaltan

S0P Penetapan dan SOF Pensghan

Peralatan/Perlengkapan

SSPO. Komputer. ATK dar Sofware SIPD RI dan
SIPKD

Peringatan

Apabila SOP ini lidak diouat menyebabkan terhambatnya proses pamungutan
Pajak Buml Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan berkurangnya potensi Pendapatan

Pencatatan dan Pendataan;

Aktivitas Pembayaran Pajak Bumi Bangunan,
Pedesaan dan Perkolaan dicatat dan didata sebaga

0 dakumen a3y bahan Laporan Pengelola Pajak Bumi
aerah
=~ Bangunan, Pedasaan dan Perkeiaan
Pelaksanaan Muty Baku
Analis
auD Bendahara | Keuangan Ket

No Uraian Kegiatan Pemohon (WPWR)|  Bank reast | Tonne Pm{’:’m Kelengkapan | Wakew Outpin

Daarah =

1 2 ¥ [ T § & 10 11 12 13

1 |WP menggurakan N0 secara 1 SPPTY 10 Menil Informas
elektranik dan aksas anlias! atay Ko pue! Pajek seh
bkti SPPT Lapiop Pemohon WP

Harphone
Ainrgid

2 WP menyampalkan NOP PEE-P2 Siapkan Bana | 20 Menit SPPT

dan menyator besaran uarg ke
[petugas yang difunguk

3 [pawgas melakikan proses SPPT | 10Menit | SSFD
transaks| permbayaran PEE-P2
"Brutang secara nontunai mesalyl
anal biryar -

4 |WP menerima tindasan Surat SSPD 5 Meni S5PD yarg
|Setoran Pajak daerah PEB-P2 aligas
yang te‘ah divalidasi oleh Teber

|Biak atau bukt S5PD secara
efektronik dar kanal bayar non
funainya

5 |BUD menanma informiss: setoren Rebening 5 henit 578
PBB-27 dan Bendahara karar
Ferenmaan Bapenda unuk O

|menertitkan TS




] lBﬁnuahara Penerimaan
|meneruilkan STS dan diserahkan
ke Anaks Keudngan unuk
{dilandatangani

7 |Anshs Keuangan menandatang
STS yang telan deartilkan cleh
Bendahara Peqerimaan dan
menyarahkan kembal ke

8§ |Bandahara Penenmaan
menyeratkan STS yang lelah
dilandatang ke BUD untuk
dibankan noimor registar

9 |BUD Mengambit STS Hakaman |
can 4 uniuk arsp dan hataman 5
can 6 tkambalkan ke Bendahara
Penenmaan

10 |Bendahara Penanmaan membust
lAparan reaisas panenmaan
Ml Alas SPD dan SIPLD

Aralss Keuangan mencala: dan
merekap lagoran Realisas
penenmaan secara fungsional
sebaga hahan pelaperan kepada
atasan dan lembusan ke dang
pembukuan dan pelapomn by
it

Rexening
karan

578

5TS yamg
sudah di
valides|

575 yamg
Sudah ceeri
Nomar

STSyamg
sudah dibar
Nomar, SIFD
can SIPKD
5TE yamg
sudak giben
Nomar, SIPD
can SIPKD

5 Menit

5 Mentt

10 Menit

10 Menit |

5T

878

TS yang
sudah diber
Nomsar

| Regialer

STS yamg

sudah diberi
Narmor

Laporan dan
Informasi
Penarmaan

| Paak
Laporan dan
Informasi
Penanmaan
Paak




Nomor SOF : 15¢100.3.3.2/Bapenda/SViIl2024

17 Tanpgal Permbuztan 02 Agustus 2024 )
m BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BELU Tengom Revis /
Tanggs! Panges 02 Agustus 2024

Disatibian oled

Dasar Hukum :

1 Lindang- Undang Momor 1 Tahun 2022 lentang Hutungan Keuangan Anlara Pemaermiah
Pusal dan Pemanntah Daerah
2 Peratiran Pameanntah Nomor 35 Tahun 2023 fentang Ketentuan Umum dan Taka Cara

Femungulan Pajak Daerah dan Relribusi Daerah
3 Feraturan Doerah Mabupaten Belu Nomor 1 Tahen 2074 1enlang Pajak Daerah dan
FRatribusi Dagrah
“ Peraturan Daerah Kabupaten Bel Nomor 1 Tahup 2024 lertang Pajak Dasrah dan
Fatrituisi Dasran
5 Paraturan Bupat: Nomor 72 Tahun 2027 tentang Kaducukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungs Serta Tala Kers Badan Pendapatan Daerah  <abupasn Baly Namd SOP
\d Peraturan Dasrah Kabupaten Bei Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaram Kualifikasi Pelaksana
Rekiame 1. Mempunyai kemampuan admintsiras: parkanioran
Peraturan Bupat Nomor 42 Tanun 2012 tentang Pernifungan Nita Sewa Rektame 2, Mampu mengoperasikan komputer
8 Kaputusan Bupati Balu Nomar HK/2013 tentang Kawasar Reklame 3 Memahami Mekanisme Pengelofaan Pepasaiian
Kelerkaitan : [PeralataniPertengkapan -
SOP Penetapan dan SOP Penagihean dan Pembukuan SPTPD, Kompuler ATK dan Sofware SIPO R dan SIPKD
Peringatan : [Pencatatan dan Pendataan:
Analnla SOP im sdak dibuat menyebabkan tethambatnya prosas pemungutan Pajak Reklame JAktias Perbayaran Pajak Reklame dcatat dan dicnta sepaga dokumen |
serta berkurangnya polensi Pendapatan Daerah atau bahan Laporan Pengeic'a Pajax Rekame
Folaksanaan Wuty Baku
Felugas ‘Analis et
& Pelayananipetug BuUD Banciahara | Keuangan |Nelengkeps
o Urslan Kegiatan Wajin Pajak W Bank | opann | Pecerima | Pogatden b Waiktu Output
Porifinan Dgarah
1 2 1 5 L] § § 12 11
1 |WP menerima SKPD dan Kode SKPO! | 5Meaft | SKPD/
Bayar dan iasubid penetapan Koxda baynr Kore bayar
uatisk melakusan pemtayaran di
(Eank. o
2 |Petugas melskulan proses SHPD. Buks| 5 Manit 85P0
Imrsansi pembayaran Fagk n biryar, KTP.
Fehlame leulang secars nontunst NPWP,
il kangi bayar Gambar
3 1BUD menenima indormes! satonan Rgimning 5 Memt 515
Faxak Fiekiame dan Bandabers - D' karan
Penanmaan Rapenda unluk
ranerbikan STS
4 [Bendanars Fanerimaan memtuat z Reeering | 5gat | S8
Laporan ‘aaksask pater maan b D koran
meiatsl apbkas SIPD dan SIPKD
5 |Analis Meuangan menandatang §18 5 Menit §T3
ETE yang Infah dilerbexan oieh

Bendahars Fenarimaan dan
rremyeretkan hemdat ke b

[Bendahara Ponerimaan unik

digarahian ba BUD
6  |Hensanara Penerimaan e §7S yerg | 6 Menkt | STSyarg
manyerahkan STS yang telah i | sidsh sudah diken
|dtEndatang ke BUD unfuk Validas O
ciDeerikan nomor reglster Fegister
7 Mengaribi 5TS Haloman | 5TSy SMenit | 575
Joan 4 unik arsip dan halamen 5 D sudah d::- - su.'_mm
dar & disembaiken ke Bendahara o nemor
; A o g e
§  |Bendahara Penarimasn memsua e ] STSyg | 10Mentt | Lapom
Laporan resdisas) penermaan > D sudah dien dan
madgiué apiuasl SIPD dan SIPKD Ao informasi
Prgister, Penaiman
SPOam Pajak
8 |Anaiss Keu d o
Keuangn mencatal dan STSyang | 1DMent | Leporan
mlmm sudan diben dan
m;mwu . nomor Informas]
wasan dan tembusan ke bidang - == | $Podan Pmr-“c
m a0 pedaporan kel SIPKD




Nomor SOP * 15/100.3 3. 2/Bapenda/SK/VIL2024

| Tenogal Pembuatan . 02 Agustus 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BELU b =
L Tanggal Revis:
s Tanggal an 02 Agustis 2024 y
Disankan oleh , | Kepals Sadan Pendapatan Daerah Kabupal
Dasar Hukum : Bk

1. Undang- Undang Momaor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Kedangan Anlara
Pemenntah Pusat dan Pemermiah Daerah

2 Peraturan Pemeriniah Nomor 35 Tahun 2023 tertang Keleniuan Umum dan Tala
Cara Pemunguian Pajak Daeran dan Retrbusi Daerah

3. Perafuran Daerah Kabupaten Selu Nomer 1 Tahur 2024 tenteng Paek Daeral

dan Retribusi Dagrsh

4. Peraturan Oaerah Kabupaten Betu Nomor | Tehun 2024 leittang Pask Dasrak
dan Rairbusi Dasrah

5. Pevaturan Bupati Nomor 72 Tabun 2022 tentang Keoudukan, Susuran Drgansas:,
Tugas dan Fungsi Serla Tala Kerja Badan Pendapatan Daerah  Kabupaten Bely

6. Peraturen Daerah Kabupaten Bety Nomor € Tahun 2012 tentang Penyelenggacsan
Rakiame

. Perawran Bupat Momor 42 Tahun 2012 teatang Perhitungan hia Sews Reklame
i N [ann sop Pelayanan Pendaftaran Pajak Rekiame

|8 Keputusan Bupati Balu Nomor 9f-K/2013 tentang Kewesan Raklama |Kualifikasi Pelaksana

1. Mempunya xemamousn adminsiras) peckantoran
2 Mampu mengoperasikan komputar

3. Memahami Mekanisme Pengeloiaan Perpajakan

Keterkattan [Poralatan/Peciengrapan -
S50 Penstapan dan S0P Panagiian dan Pembukuan SPTPC. Komputer, ATK dan Software SIPD RI dan SIPKD
Peringatan : Pencatatan dan Pendatazn:
Apebila S0P ini tidak cibuat menyebabian leshambataya proses pemungutan Fajak Rekdame serla ﬁﬂm yanen Pend : Eak Ramne dm
b ya potens: Pendapatan Daerah nau:'rs:wa' dokumen atau biahan Laporian Pengelola Pajak
Pelgksanaan Mty Baku
Patogias Kahid Hasubid | Melengrapa Ket
Na U i
aian Kegistan Wajib Pajak |Pelayananipe]  Kaban Fendaixen Fungshonal Pesiiai " Wl Output
lugas Lokst
1 2 ) 4 I ] ] "W 1 12 1
1 |'WP datang ke loket Perijinan KTP. MPWP | 5 Menit | Pemyaraten
dengan mambiwa persyatatan lerpenuhi
permohong) pamiumgan pajak
reklame
7 |peiugas loket menyeratkan pengataran | 5 Menit | pendatan
foem pendaftaran WP pajak WP reklame
o
3 |WP mengis: form secara — Mengs: | 5 Menit | pendoftersn 1
lenghag dan ditendatangan Pl Faomm : :F reklama
it Wy .
4 |potupas iokat mengisi data s i
menmgisike |5 Nanit | pendaftaran
lerselul pada buky registel bulku register| den arshan
Ean meneruskan kagads pimpnan
pimpnanKaban uniuk di
Gispogisi
§  Jbereas permahonan yang lalah dokumen & Manit arhan
tdisposisl kaahan pendataran pimpinan
mal dfideposisiian berkas
lersebut kepads Kabid
pandalaan uniuk dlskkan D
paniiaian dan penatagen paak
rekiame
§ |Hebid Peadataan desposisi ke dobumen | 10 Menit frafan
fungsiona’ paniaian pandearan 1 pimpman
1 |lungsionz Peaiiaian dokiymen Mend ’
medakukan perilaizn dokumen panaatiarn g l::m' £:|
Jpetmms oo v
A IRasubid Panctapan mencatad ] 4 | dit i a5
i A=t SKPO | 5 Menit | amtSkPD
kepads Pimpinan meiskukan
Paral besjenzang dan
Tendalengan i
9 |Proses selesai T sKkPD 5 Manit _,ﬁ_'m' ngani




